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SENSUS EKONOMI 2026
Amanat Undang-Undang yang Dilaksanakan Setiap Satu Dekade

Target Pengguna Data
SE2026

Sensus diselenggarakan sekurang-kurangnya « Pemerintah

sekali dalam 10 tahun oleh BPS, meliputi:

Sensus Penduduk >\ Z SENSUS
= /g

Sensus Pertanian

(" Dasar Hukum Sensus Ekonomi 2026 (SE2026): )

g UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik

* Sektor Swasta

* Masyarakat Luas

EKONOMI

\_

~

Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam
penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan.

Pasal 38 \

Responden yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27, dipidana dengan pidana penjara
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SENSUS EKONOMI 2026

Mendukung Transformasi Ekonomi Menyongsong Indonesia Emas 2045

SE2026 merupakan Sensus Ekonomi yang ke-5

TUJUAN
SENSUS EKONOMI 2026

Menyediakan data dasar seluruh
kegiatan ekonomi, kecuali lapangan
usaha A, P, U™, sebagai landasan bagi
penyusunan kebijakan dan perencanaan
pembangunan nasional.

Menyediakan informasi struktur ekonomi

Menyediakan informasi karakteristik

. usaha
I} Daya saing usaha
2 . . . . Menyediakan informasi ekonomi digital
Peta pel.'ekonomlan wilayah baik dari sisi level maupun struktur dan ekonomi lingkungan
ekonomi
3 **Keteran :
. s . . o gan:
% UMKM dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional A e T R R B ST TE
Penerapan Ekonomi Digital dan Ekonomi Lingkungan P : Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan
5 Sosial Wajib
. Yang Menghasilkan Barang Jasa Oleh Rumah Tangga
pengembangan usahanya termasuk mencari peluang usaha baru
——clan-targetpasar
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SENSUS EKONOMI 2026
SERBA SERBI (SW1H)

Seluruh Pelaku Usaha :
UMKM dan Usaha Besar : :
Kegiatan pendataan nasional

yang dilakukan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS) setiap 10 tahun
sekali untuk mencatat seluruh

kegiatan ekonomi di Indonesia,

Usaha Besar

- Pengisian Mandiri

- Pendataan Door to Door
Usaha UMKM

- Pendataan Door to Door

Mei —Juli 2026

Mei : Pengisian Mandiri
16 Mei- 31 Juli : Pendataan door to door
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CAKUPAN LAPANGAN USAHA

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin

Treatment Air & Air Limbah, Treatment & Pemulihan Material
Sampah, Aktivitas Remediasi

Konstruksi

Perdagangan Besar Dan Eceran

Transportasi dan Penyimpanan

Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Aktivitas Penerbitan, Penyiaran, Produksi dan Distribusi Konten

Aktivitas Telekomunikasi, Pemrograman Komputer, Konsultansi,
Infrastruktur Komputasi, dan Jasa Informasi Lainnya

Aktivitas Keuangan dan Asuransi

Real Estat

Aktivitas Profesional, IImiah, dan Teknis

Aktivitas Administratif dan Penunjang Usaha

Pendidikan

Aktivitas Kesehatan Manusia, dan Aktivitas Sosial

Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi

Aktivitas Jasa Lainnya

Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional
Lainnya

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang
Menghasilkan Barang Jasa Oleh Rumah Tangga untuk Keperluan
Sendiri yang Tak Terdiferensiasi

S5 2023

SENSUS PERTANIAN

*dengan
pengecualian pada
beberapa kategori

kecuali golongan
pokok 87 dan 88

kecuali golongan
pokok 92

kecualilayanan
kencan di dalam
kelompok 96999;
dan organisasi
profesi, organisasi
kemasyarakatan,
organisasi sosial,
organisasi politik
dalam golongan
9412, 942,949

kecuali kedutaan
besar dan konsulat

CAKUPAN SE2026

SNAPSHOT SE2026

Ekonomi
kreatif

Ekonomi
lingkungan

Ekonomi SE2026
OEIRY Menyediakan data
dan dasar seluruh

A It kegiatan ekonomi
digital lingkunga SRS kategori
n A, P, U

Karakteristik usaha

kendala dan Permodalan
prospek dan investasi
usaha

kinerja dan
daya saing
usaha




MANFAAT SENSUS EKONOMI 2026

SE2026 adalah ‘harta karun dat

Pemerintah

1. Dasar Kebijakan Ekonomi yang Lebih Tepat Sasaran:

Dari Hasil SE2026 Kita Jadi Tahu pengembangan umkm, sentralisasi industri, penataan
ruang wilayah ekonomi dll
Struktur ekonomi Indonesia 2.  Peta Struktur Ekonomi Nasional & Regional : sektor apa
o yang tumbuh cepat, kontribusi sektor lapangan usaha,
Sebaran dan karakteristik usaha dll

3. Perencanaan Investasi dan Infrastuktur : kawasan

Ekonomi digital dan sektor-sektor baru
industri baru, pusat logistik, pasar modern, potensi

A

A

A

A

1 Dasar untuk kebijakan nasional & regional
\_
fi

Potensi lapangan usaha di tiap daerah \_ ekonomi kreatif, dl )
Y, Pelaku Usaha
1. Dasar Kebijakan yang Lebih Tepat Sasaran
2. Membuka Peluang Akses Permodalan & Pembinaan
3. Mengetahui Posisi & Peluang Pasar (Market Insight)
4. Memperkuat Iklim Usaha & Kepastian Berusaha
\- EeeeE——




DATA YANG DIKUMPULKAN
DALAM PENDATAAN LENGKAP SE2026

1. Detail Usaha/Direktori

2. Karakteristik Usaha

-
] Nama Perusahaan. 1 Penggunaan internet dan pemanfaatan teknologi digital.
] Alamatlengkap (kecamatan, kelurahan/desa). ) Aktivitas lingkungan.
] Jenis Kawasan beroperasi. ) Aktivitas Usaha Kreatif.
1 Jenis Perusahaan. 1 Tahun mulai beroperasi.
1 Nomor Induk Berusaha (NIB). \EI Sertifikasi Halal y
1 Status Badan Usaha. I Keterlibatan dalam program MBG
3. Data Moneter
Produk Utama. ] Nilai pengeluaran Perusahaan.
1 Jaringan Usaha. 1 Nilai Produksi/Penjualan/Pendapatan Perusahaan.
1 Nilai total asset Perusahaan.
\D Susunan Kepemilikan Modal. )
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LINIMASA KEGIATAN SENSUS EKONOMI 2026
Dimulai dari 2024 hingga 2028

10
000 +DP00

WED'
..

Keterangan:
SBR = Statistical Business Register
PODES = Potensi Desa

Uji coba Sensus
Ekonomi

Updating Kerangka SBR
Publisitas SE2026

Penyusunan instrumen
pendataan

~

Publisitas SE2026 D

Perekrutan dan Pelatihan
Petugas

PENDATAAN LENGKAP
Pengolahan Awal Hasil

= Finalisasi Pengolahan
dan analisis Hasil
Sensus Ekonomi
Tematik

= Publisitas Hasil Sensus

Publisitas Kegiatan

__sE2026

(.

Updating Kerangka \
Wilayah Kerja Statistik

Finalisasi Buku
Pedoman

Workshop Intama dan
Publisitas SE2026

Gladi bersih SE2026

J

.. Ekonomi Tematik

N AN
N AN
N N

4

o

o

N
N
N

N

ha

NS

Pelaksanaan Sensus
Ekonomi Lanjutan/
Tematik

Finalisasi Pengolahan
dan analisis Hasil
SE2026

Publisitas Hasil SE2026 /
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DIGITALISASI VS KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

Digitalisasi Ekonomi

(*) SALINAN
PRESIDEN
D REPUBLIK INDONESIA

Ekonomi digital menuntut kegiatan
ekonomi yang berbasis pada teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) dengan
transaksi, interaksi, serta pertukaran
nilai yang dilakukan secara elektronik
melalui internet atau jaringan digital
lainnya.

Implementasi BPS

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
STRATEGI KEAMANAN SIBER NASIONAL

DAN MANAJEMEN KRISIS SIBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan
ingan nasional dari sumber daya

siber dan untuk mempersiapkan secara dini dalam

menghadapi krisis siber dan memulihkan situasi dari

krisis siber, perlu mewujudkan keamanan siber nasional;

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 10 TAHUN 2023

o

. bahwa kemajuan teknologi berpotensi memicu serangan
siber yang dapat menimbulkan kerugian sosial dan
kerugian ekonomi serta ancaman terhadap kedaulatan TENTANG

PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI, STANDAR TEKNIS, DAN
PROSEDUR KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

| Digitalisasi ekonomi  menimbulkan |
beberapa permasalahan dan tantangan : T

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA' i, Standar Teknis,
NOMOR# TAHUN;2021 dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis

baru, seperti: Keamanan dan privasi e

Pedoman

PEDOMAN MANAJEMEN SISTEM

data; akses infrastruktur digital tiap
daerah yang tidak merata; dan regulasi
yang belum adaptif.

berlaku

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
— BERBASIS ELEKTRONIK DAN STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) dan

Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);

3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan
Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 197);

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3683);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan
Pusat istik (Lemb Negara blil d i
Tahun 2007 Nomor 139);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Pasal 48 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 73 Tahun
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu 2916 tentang Prinsip Tata Kelola Tekpologi Infqrmasi di
‘menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Lingkungan BPS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
- . o 2016 Nomor 1202, Tambahan Berita Negara Republik
edoman  Manajemen  Keamanan Informasi  Sistem otk Nomor18]:
| Perlu penerapan standar keamanan P o e e il ek kel ke
Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; . .
p p 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi
X § . Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar
. . . . Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 tentang Sistem Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan
data dan informasi sesuai regulasi yan e e s e e By B T G Wt T
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); Tahun 2021 Nomor 541);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan 6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1585);




LAYANAN KEAMANAN TI

Amanat Perpres No 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)

BPS mempunyai komitmen yang tinggi dalam menjaga
keamanan data dan perlindungan data pribadi untuk
seluruh data yang dikelola oleh BPS. Sebagai bentuk
dukungan dan komitmen tinggi terhadap penerapan
dan menjaga keamanan, saat ini BPS telah certified
1ISO27001: 2022 untuk Data Center, DRC, Web
Services Kependudukan dan FASIH

2()2 1 Pembentukan BPS CSIRT

2022
Sertifikasi ISO 27001:
2023 2022 area DC, DRC, API
Dukcapil

eeeeeee 2024

CERTIFICATE Persiapan Sertifikasi 1ISO

27001

2022 area DC, DRC, Web
Services Kependudukan,
dan FASIH

ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE & B:#&E®E o CEPTUONKAT & CERTIFICADO @ CERTIFICAT

12025

2022

BPS memiliki kebijakan
manajemen keamanan
informasi (Perka BPS No 10
Tahun 2023)

NATIONAL

S’ CYBER

EXERCISE

SERT.2947/BSSN/D2/PS.02.02/05/2024
This Certificate is Presented To:

Awarded as the

1st Place Winner

National Cyber Exercise #2 Pontianak
May 13-16, 2024

CA
TE

www.b:

Indonesia Cr
a

ctoral Cyber Exercise
Malw: ler Scenario v.1

Surveillance 1 1SO 27001.:

Surveillance 2 ISO 27001.:

Tim CSIRT BPS
mendapatkan predikat

sebagai Juara Terbaik 1
dalam kegiatan National

Cyber Exercise #2 yang
diselenggarakan BSSN

SENSUS
EKONOMI

BPS memiliki SDM keamanan Tl (Tim SOC dan
CSIRT) yang dedicated dalam melakukan

monitoring dan identifikasi insiden keamanan
data/informasi maupun siber secara rutin

BPS menerapkan mekanisme enkripsi data
di level pengumpulan dan pemrosesan data

Penerapan standar keamanan dalam
pengelolaan hak akses dan lingkungan
isolated environment untuk pengolahan

frfiungan perangkat keamanan Tl dan
sistem monitoring keamanan (SIEM) yang

Iﬂﬁ'&gaar#isme pengembangan aplikasi melalui
DevSecOps dan pengujian keamanan
Spﬁkasi

enerapan kesadaran (awareness)
keamanan dan privasi data bagi pegawai

BPS melakukan penilaian eksternal BSSN untuk
Indeks Keamanan Informasi (KAMI), Cyber Security
Maturity (CSM), dan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS

INDEKS Naik A Naik iy Naik
R it 113% la%] CSI\‘ 3% &Gl TTIq 57%
2023: 6140 & 2024 S0o  2024: 505

2018
4.49 0 4.76 3 10




JAMINAN KERAHASIAAN DATA SENSUS EKONOMI 2026

Dilindungi UU no 16/1997 tentang statistik

Data hanya untuk kepentingan statistik

& Petugas BPS dilarang membocorkan & Digunakan untuk perencanaan
data responden pembangunan, penyusunan kebijakan

: Petugas terlatih dan terikat etika ekonomi, dan evaluasi sektor usaha.
Pelanggaran terhadap kerahasiaan Tidak untuk audit, investigasi, atau

. . S - ~kepentingan fiskal/perpajakan. J

data dikenal sanksi pidana sesuai

@ peraturan perundang-undangan. Publikasi dalam bentuk agregat
Penerapan sistem enkripsi dan

\_ pengamanan data selama proses

tabel ringkasan nasional, sektoral dan

©@ Hasil sensus disajikan dalam bentuk /
regional /

pengumpulan da%ngolahan.
: -.xe

Tidak ada identitas atau rincian unit
usaha tertentu yang disampaikan ke

ublilk
NI

D
|uu T\




GAMBARAN DISEMINASI DATA DALAM BENTUK AGREGAT

Hasil Sensus Ekonomi 2016

[
Dari total 26,7 juta usaha/perusahaan
yang tercatat di SE2016, sebagian besar

adalah UM<,

l2%

]

sUMB ®mUMK

Sumber: Hasil pendataan Sensus Ekonomi
2016, diolah.

.

~N

Jumlah Usaha menurut Skala Usaha dan Lapangan Usaha, hasil listing SE2016

Jenis Lapangan Usaha

B. Pertambangan dan Penggalian

C. Industri Pengolahan

D. Pengadaan Listrik, Gas/Uap Air Panas, dan Udara
Dingin

E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan
dan Daur Ulang Sampah, dan Kegiatan Remediasi

F. Konstruksi

G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan
Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

H. Pengangkutan dan Pergudangan

I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
J. Informasi dan Komunikasi

K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi

L. Real Estat

M,N. Jasa Perusahaan

P. Pendidikan

Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial
R,S,U Jasa Lainnya

Skala Usaha
170.150 2.532
4.373.821 42.468
30.639 3.294
92.391 2.439
227.564 30.718
12.151.822 180.839
1.302.162 32.123
4.445.519 20.703
630.448 15.250
94.205 56.200
386.795 7.483
358.178 27.291
607.283 12.664
239.236 4.680
1.153.436 8.668

CINDONESIA 26263649 _447.352| 26711001

| SkalaUsaha
UMK | _UMB | Total _

172.682
4.416.289

33.933

94.830
258.282

12.332.661

1.334.285

4.466.222

645.698
150.405
394.278
385.469
619.947
243.916
1.162.104
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PROVINSI JAWA BARAT

98,84% 4 545 874 usaha

Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut
Wilayah dan Skala Usaha
- -

Jumiah Usaha UMK dan UMB

4 599 247 usaha

53 373 usaha
Bogor 367.271 4,799 372.070 Bandung
154.904 1.029  155.933
i B Sukabumi  266.729  1.679 268.408 Barat
Cianjur 249.061 1.317 250.378 Pangandaran 59.527 231 59.758
Bandung 347.573 3.441 351.014 Kota Bogor 83.138 2.417 85.555
Gar.ut 258.314 982 259.296 Kota . 38.841 798 39639
Tasikmalaya  186.398 460 186.858 Sukabumi
Ciamis 137.301 589 137.890 Kota 330.314 7654 337.968
[ 8,0, Pertambangan, ... Kuningan 92.647 643 93.290 Bandung
lyzc. Industri Pengolahan Cirebon 249.823 2.080 251.903 Kota Cirebon 38.485 1.139 39.624
o Majalengka  154.638 1.123 155.761 Kota Bekasi 193.215 5.999 199.214
|l G. Perdagangan Besar ...
. Penganghutan dan . Sumedang  114.550 899 115.449 Kota Depok 157.744 3.158  160.902
1. Penyediaan Akomod ... Indramayu 186.738 1.449 188.187 Kota Cimahi 55.723 897 56.620
|I]J. Informasi dan Komunikasi
L et et Purwakarta ~ 84.537  1.268  85.805 Tasikmalaya
A N Jea pefusidon Karawang 229.031 2.565 231.596 Kota Banjar 25.455 25.738

|M/?. Pendidikan .
(BR,  Jasa Lainnya
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SENSUS EKONOMI
MILIK INDONESIA!

Bersama kita kawal pelaksanaan
SENSUS EKONOMI 2026 untuk
mewujudkan kemandirian
perekonomian Indonesia

. B
Eizy[E
it Landing Page

e :
I_IEILJIE-:" ra: ﬁ‘t?é‘s? %E&%ﬂg@'ﬁgggzozsl

® O Sensus Ekonomi 2026 .Ekonomilndonesia



